PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Memimbang :

Mengingat

a.

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
perekonomian nasional yang berbasis pada perekonomian
kerakyatan, guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata,
dipandang perlu untuk mendirikan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengabh;

bahwa Perusahaan Persero (PERSERQ) yang akan didirikan tersebut
akan melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian
rakyat melalui bantuan permodalan, manajemen dan kegiatan lain
yang berkaitan dengan pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah sebagai perwujudan dari Ketetapan MPR Nomor XVI
Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi
Ekonomi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil;

bahwa penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969



Menetapkan :
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Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSEROQO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nonor 15,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA  KECIL DAN
MENENGAH.

BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk
pendirian  Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam rangka
pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan nama
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Permodalan Nasional Madani,
yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PT

Permodalan Nasional Madani.



